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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/PRT/M/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 01/PRT/M/2018 TENTANG BANTUAN

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah
susun telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018
tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah
Susun;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,
perlu melakukan penyesuaian komponen = biaya
pengelolaan sebagai salah satu indikator dalam
penghitungan tarif sewa satuan rumah susun;

bahwa  untuk  optimalisasi pemberian  bantuan
pembangunan baru rumah susun perlu dilakukan
penyesuaian tahapan pemberian bantuan pembangunan
dan pengelolaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
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Mengingat

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan

Pengelolaan Rumah Susun;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 249);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor O01/PRT/M/2018 tentang Bantuan



Menetapkan
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Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor O3/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR O01/PRT/M/2018 TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN RUMAH
SUSUN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor O01/PRT/M/2018
tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah
Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 huruf b dihapus sehingga Pasal 10

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
Pemberian bantuan pembangunan baru Rumah Susun
dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

a. pengajuan proposal;

b. dihapus;

c. verifikasi;

d. penetapan penerima pembangunan Rumah Susun;
e. pelaksanaan pembangunan; dan

f.  serah terima BMN.
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Ketentuan Pasal 12 dihapus.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 17
Pengelolaan Rumah Susun dilakukan terhadap
bangunan Rumah Susun yang merupakan BMN
atau barang milik daerah setelah dilakukan serah
terima Rumah Susun kepada penerima Bantuan
Pembangunan Rumah Susun.
Jenis Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. Rumah Susun Umum;
b. Rumah Susun Negara; dan
c. Rumah Susun Khusus.
Bangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan Rumah Susun yang
penguasaan sarusun dengan cara sewa.
Bangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. sarusun; dan
b. prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola yang
dibentuk atau ditunjuk oleh kementerian/lembaga
atau Pemerintah Daerah.
Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
dapat dilakukan oleh:
a. satuan kerja;
b. unit pengelola teknis/daerah;
c. badan layanan umum/daerah; atau
d. badan atau yayasan lain yang pembinaannya
berada di bawah kewenangan
kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi kegiatan:



